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SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN PENETAPAN DAN PENERAPAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.

Mengingat i

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah
diatur mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar
pelayanan minimal;

bahwa untuk melaksanakan penyusunan penetapan dan penerapan
rencana pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, khususnya bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan
Penetapan dan Penerapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Femeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakaria sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia; '

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengzlolaan Sampah,;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

10.

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
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12,

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24.

25,

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daeran Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahur 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Orgarisasi Perangkat
Daerabh;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus |Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kebersihan;

Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengolahan Limbah Septic Tank;

Peraturan Gubernur Nomor 5€ Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan
Optimalisasi Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN DAN

PENERAPAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11,

12;

13.

14.

185.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

Dinas Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas"Kebersihan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku
pengguna anggaran/barang. '

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan dan menyzjahterakan masyarakat.

Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak
dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak
konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta
ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen
nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konversi internasional.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan
mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan
sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Rencana Pembangunar Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

diiingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.



16.

17.

18.

18.

20.
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22,

23.

(1)

(2)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-.
SKPD adalah dokumen yang berisi program dan kegiatan pada SKPD
serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah
tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah dan
kantor rumah dan toko, rumah sakit, mall, pasar swalayan, balai
pertemuan, hctel, industri, sekolah, baik berupa grey water (air bekas).
ataupun black water (air kotor/tinja).

Sistem Air Limbah Setempat adalah sistem pengelolaan air limbah dimana
sumber air limbah, pipa pengumpul dan pengolahannya terletak dalam
satu tempat/lokasi, seperti tanki septik, Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) individual.

. Sistem Air Limbah atau Sewerage Skala Komunitas adalah upaya
pembuangan air limbah dari rumah-rumah langsung dimasukkan ke

jaringan pipa yang dipasang di luar pekarangan yang dialirkan ke satu
tempat (pengolahan) untuk diolah sampai air limbah tersebut layak
dibuang ke perairan terbuka dan diutamakan untuk kawasan permukiman
kumuh dengan maksimum pelayanan 200 Kepala Keluarga (KK).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampabh,
pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Penangénan Sampah adaiah kegiatan pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyusunan penetapan dan penerapan rencana pencapaian SPM ini
dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam
menetapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target
yang telah ditetapkan.
Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
c. memberikan periindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB lli

JENIS FELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS
WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan dasar bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman yang
menjadi tanggung jawab Dinas terdiri dari : '

a. air limbah permukiman; dan
b. pengelolaan sampah.



Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam

pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat
pelayanan.

Pasal 5

(1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga
Pemerintahan Non Kementerian.

(2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan masa
berakhirnya RPJMD.

Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian. SPM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PELAKSANA
Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan urusan wajib, urusan
pemerintahan, tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan
pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui
Sekretaris Daerah c¢.q. Biro yang bertanggung jawab di bidang
kelembagaan dan ketatalaksanaan.

(2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dalam bentuk :

rapat kerja;

rapat koordinasi;
peninjauan/kunjungan lapangan; dan
d. permintaan laporan.

2 on

(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Biro yang bertanggung jawab di bidang
kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD
terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

(4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring
dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.



BAB VI
PELAPORAN
Pasal 9
Kepala Dinas menyampaikan laporan semesteran dan tahunan, penerapan dan
pencapaian SPM kepada Gubernur melzlui Sekretaris Daerah c.q. Biro yang
bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan
tembusan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Daerah dan Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk penerapan dan rencana pencapaian SPM ini
dibebankan pada APBD DPA-SKPD Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODOD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN

2014 NOMOR 75001

Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA, BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVIN I‘DAERAH KHdSUS IBUKOTA JAKARTA,

SR[ RAHAY‘U
Nle 195712281985032003



.(")) | Lanr,\ﬁn : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
' - Ibukota Jakarta

Nomor 53 TAHUN 2014
Tanggal 15 April 2014

STANDAR PELAYANAN MI‘NIMAL‘ BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

o Batas Waktu Satuan Kerja/
Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pencapaian Lembaga Keterangan
Indikator Nilai (Tahun) Penanggung Jawab
Fenyehatan Lingkungan | Air Limbah 1. Tersedianya sistem air limbah 60% 2014 Dinas Kebersihan
Permukiman (Sanitasi Permukiman setempat yang memadai
Lingkungan dan
Persampahan)
Pengelolaan |2. Tersedianya sistem air limbah 5% 2014 PD PAL Jaya
Sampah skala komunitas/kawasan/
kota
3. Tersedianya fasilitas 20% 2014 Dinas Kebersihan
pengurangan sampah di
perkotaan
4. Tersedianya sistem 93% 2014 Dinas Kebersihan
penanganan sampah di
perkotaan l

GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO






